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Mekanisme Penyaluran Pupuk Bersubsidi/Pupuk PSO
Pl Grup memiliki penugasan untuk menyalurkan dan
mendistribusikan pupuk bersubsidi atau pupuk Public
Service Obligation (PSO). Hal itu sesuai dengan Peraturan
Menteri Perdagangan No. 15/M-DAG/PER/4/2013 tanggal
1 April 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk
Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

Berdasarkan peraturan tersebut, kewajiban yang diemban

Perusahaan adalah:

1. Wajib menjamin ketersediaan stok pupuk bersubsidi di
Lini lll paling sedikit untuk kebutuhan selama 2 (dua)
minggu ke depan sesuai dengan rencana kebutuhan
pupuk bersubsidi dalam negeri yang ditetapkan
dengan Peraturan Menteri;

2. Wajib menjamin ketersediaan stok pupuk bersubsidi di
Lini Il paling sedikit untuk kebutuhan selama 3 (tiga)
minggu ke depan sesuai dengan rencana kebutuhan
pupuk bersubsidi dalam negeri yang ditetapkan
dengan Peraturan Menteri pada setiap puncak musim
tanam bulan November hingga Januari;

3. Distributor wajib menjamin ketersediaan stok pupuk
bersubsidi di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya
paling sedikit untuk kebutuhan 2 (dua) minggu ke
depan sesuai dengan rencana kebutuhan pupuk
bersubsidi yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati/
Walikota setempat;

4. Pengecer wajib memiliki persediaan stok pupuk
bersubsidi paling sedikit untuk kebutuhan 1 (satu)
minggu ke depan sesuai dengan RDKK di wilayah yang
menjadi tanggung jawabnya.

Perusahaan mengatur pengadaan dan pendistribusian
pupuk bersubsidi di dalam negeri untuk sektor pertanian
secara nasional, mulai dari Lini | sampai dengan Lini IV
sesuai dengan prinsip “6 (Enam) Tepat”: Tepat Jenis,
Jumlah, Harga, Tempat, Waktu dan Mutu. Mekanisme
dan pola distribusi pupuk bersubsidi dapat dilihat pada
bagan di bawah ini.
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Subsidized Fertilizer/PSO Fertilizer Distribution Mechanism
Pl Group has been assigned to channel and distribute
subsidized fertilizer called Public Service Obligation
(PSO) fertilizer. This is in accordance with the Minister of
Trade Regulation No. 15/M-DAG/PER/4/2013 dated April
1, 2013 concerning the Procurement and Distribution of
Subsidized Fertilizers for the Agricultural Sector.

Based on these regulations, the Company’s obligations are:

1. Mandatory quarantee of the availability of subsidized
fertilizer stock in Line Ill at least to cover the needs for
the next 2 (two) weeks, in accordance with the plan
for domestic subsidized fertilizer needs stipulated by
a Ministerial Regulation.

2. Mandatory guarantee of the availability of subsidized
fertilizer stock in Line Ill at least to cover the needs for
the next 3 (three) weeks, in accordance with the plan
for domestic subsidized fertilizer needs stipulated by
a Ministerial Regulation at the peak of each planting
season from November to January.

3. Distributors are required to guarantee the availability
of subsidized fertilizer stocks in the areas under their
responsibility for at least the next 2 (two) weeks in
accordance with the plan for subsidized fertilizer needs
stipulated by the local Regent/Mayor Regulation.

4. Retailers are required to maintain a stock of subsidized
fertilizer to cover at least for the needs of the next 1
(one) week in accordance with the RDKK in the areas
they are responsible for.

The Company regulates the procurement and distribution
of subsidized fertilizers domestically for the agricultural
sector nationally, starting from Line | to Line IV in
accordance with the “6 (Six) Right” principle: Right Type,
Quantity, Price, Place, Time and Quality. The mechanism
and pattern of distribution of subsidized fertilizer can be
seen in the chart below.
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